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ABSTRAKSI 

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PROGRAM NASIONAL 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM- MP) 
TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT 
 (Studi kasus Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta) 

Desa Dlingo merupakan desa yang secara religius beraneka ragam, secara 
ekonomi di dominasi sektor pertanian dan kerajinan kayu. Partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan masih lemah, tetapi dari sisi kekayaan alam terdapat potensi 
hidrologi (air bawah tanah) yang bisa dikembangkan. Kebutuhan air di desa ini 
bisa dipenuhi dengan syarat pengelolaan sumber daya yang ada dapat diakses 
secara maksimal. Masyarakat di Desa Dlingo sebagian besar bekerja di bidang 
pertanian dan kerajinan kayu. Pada tahun 2010 sampai tahun 2012 angka 
kemiskinan turun. Kemiskinan di Desa Dlingo pada tahun 2010 sebesar 1623 
jiwa, dan pada tahun 2011 sebesar 1623 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 angka 
kemiskinan sebesar 1411 jiwa. Perubahan kemiskinan yang relatif tetap seperti di 
Desa Dlingo lebih disebabkan oleh faktor alamiah.  

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program PNPM 
Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat 
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan  berkelanjutan. Pendekatan 
PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan 
Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. PNPM Mandiri Pedesaan pada 
tahun 2012 mengucurkan dana kepada Desa Dlingo sebesar Rp. 121.824.000,-. 

Berdasarkan hal tersebut, maka di bahas di dalam rumusan masalah yang 
meliputi bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Dlingo dan 
bagaimana dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap sosial ekonomi masyarakat 
di Desa Dlingo. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian survei dengan menggunakan tipe 
penelitian deskriptif. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai 
metode yang dilakukan untuk penelitian. Dengan melakukan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi terkait PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Dlingo. 

Program pemerintah terkait dengan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa 
Dlingo, sudah mempunyai efektifitas program bagi masyarakat di Desa Dlingo. 
Misalnya, dalam hasil temuan saya di lapangan bahwa di salah satu dusun yaitu 
Dusun Kebosungu I ada seorang pelopor yang bisa membangun masyarakatnya 
untuk bekerja sebagai karyawannya di rumah produksi tas. Setelah mengikuti 
pelatihan menjahit yang difasilitasi oleh PNPM – MP seorang pelopor yang 
bernama Ibu Sukirwan memiliki inisiatif mengembangkan usaha rumah produksi 
tas, dan si pelopor bisa membantu masyarakat di Dusun Kebosungu I untuk 
bekerja sebagai karyawan pembuat tas tersebut. Dan sebagian besar dari 
masyarakat yang bekerja sebagai karyawan Ibu Sukirwan mengikuti pelatihan 
menjahit. Akan tetapi, keberhasilan PNPM – MP yang mampu memberikan 
inisiatif masyarakat di Dusun Kebosungu I tidak dibarengi di dusun-dusun lain. 

 
Kata Kunci: Dampak sosial dan ekonomi, Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM - MP), Desa Dlingo.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Skripsi ini berjudul Dampak Sosial Ekonomi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 

Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Dlingo, 

Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta). 

Supaya tidak terjadi perluasan makna dalam pembahasan dan 

pemahaman judul skripsi di atas, maka penulis perlu untuk memperjelas 

pengertian beberapa istilah yang dimaksud dalam judul tersebut. 

1. Dampak. 

Pengertian secara umum, dampak adalah pengaruh yang 

ditimbulkan oleh sesuatu (baik positif maupun negatif). Dampak 

itu sendiri juga bisa berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah 

adanya ‘sesuatu’1.  

Yang dimaksud dampak dalam skripsi ini adalah dampak 

dalam bidang sosial (pendidikan, kesehatan, sarana), dan dampak 

dalam bidang ekonomi (Program Simpan Pinjam Perempuan). 

Penulis akan mengkaji pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dari 

tahun 2010 sampai tahun 2012.  

  

                                                             
1 J.S. Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 

hlm. 306 
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2. Dampak sosial.  

Dampak sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap 

kondisi sosial dan ekonomi  masyarakat sebagai akibat dari 

pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau 

area.  

Kajian dilakukan untuk menelaah dan  menganalisa 

berbagai dampak yang terjadi baik positif maupun negatif dari 

setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, 

sampai tahap operasi. 2       

2. PNPM Mandiri Pedesaan 

 PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional dalam 

wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat.3 PNPM Mandiri dilaksanakan melalui 

harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan 

prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan 

stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 

 Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri 

                                                             
2 ng66.wordpress.com, Posted in Uncategorized on Juli 19 2010, “Analisa Dampak 

Sosial” (Diakses pada tanggal 8 desember 2012 pukul 06.42 WIB) 
3 M. Iqbal Tuasikal, Integrasi Kegiatan PNPM Mandiri Dalam Pembangunan Desa 

(Bantul: Fasilitator Kabupaten, PNPM –MP), makalah disampaikan pada 18 September 2012. 
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Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa 

tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk 

mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan  

berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan 

pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), 

yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah 

berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok 

rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil 

menumbuhkan kebersamaan  dan partisipasi masyarakat.  

 Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya 

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. 

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. 

Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk 

memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu 

mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola 

sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.  

 Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah: (1) peningkatan 

kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan 

sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan 

peran  pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas 

prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) 

pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 4    

                                                             
4 Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP DIY 
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 Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri 

Pedesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan 

yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, 

menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta 

mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan  

visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri 

Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai 

pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Pedesaan 

diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan 

yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan 

pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK).5 

3. Konsep Program PNPM Mandiri Pedesaan.  

a. Pembangunan 

  Manusia dalam hidup selalu mempunyai kebutuhan, 

dan di dalam memenuhi kebutuhan itu selalu ada rasa tidak 

puas, ingin lebih baik dan lebih baik lagi. Rasa tidak puas 

inilah yang mendorong manusia senantiasa belajar dan 

berusaha terus untuk mencapai sesuatu lebih baik dari 

sebelumnya. Itulah hakekat dari pembangunan. 

  Jadi pembangunan adalah suatu proses perencanaan 

sosial (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencana 

                                                             
5 ibid 
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pembangunan, untuk membuat perubahan sosial yang 

akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi 

masyarakat.6 Ada tiga unsur dalam pembangunan, yaitu 

sebagai berikut.  

1.) Proses, yang merujuk pada waktu yang terus menerus 

secara kesinambungan.Untuk memudahkan sejauh 

mana tingkat kemajuannya, seringkali diberi batasan. 

2.) Hasil, yaitu keinginan-keinginan yang harus dicapai, 

misalnya secara material berupa perolehan uang tiap 

bulan, perolehan nilai tiap pelajaran di sekolah. Secara 

nasional sering diukur dari tingkat pertumbuhan 

ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita. Secara 

nonmaterial misalnya dilihat dari perbaikan moral, 

prestasi belajar. Seseorang dikatakan bermoral, apabila 

perilakunya mengikuti kaidah-kaidah kehidupan yang 

dikehendaki atau dibenarkan oleh agama, masyarakat 

dan hati nuraninya. Pembangunan yang bersifat 

nonmaterial memang lebih sulit untuk diukur. 

Umumnya hanya dapat dilihat dari perilaku. Contoh 

moral yang meningkat usaha yang disengaja dan 

direncanakan, dalam mencapai sesuatu yang 

diinginkan harus selalu ada cara atau strategi yang 

                                                             
6 Agus Salim, Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia  

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002) hlm.263 
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dibuat sebelumnya. Strategi ini dibuat dengan 

memperhitungkan kemampuan yang dimiliki, 

tantangan-tantangan yang dihadapi dan peluang-

peluang yang mungkin timbul. Semua diperhitungkan 

dan disusun secara terencana dan sistematis. 

3.) Misalnya kerukunan kehidupan beragama, 

meningkatnya kesadaran dalam menjalankan ibadah, 

tingkat kriminalitas menurun, dan sebagainya. 

b. Implementasi. 

 Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini 

bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.7 

 Daniel A. Mazmanian dan Paul A.  Sabatier (1979) 

menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: 

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 

perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman 

pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha 

untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat atau dampak nyata pada masyarakat.8 

                                                             
7 www.KamusBahasaIndonesia.com,  Data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Diakses pada tanggal 12 Juni 2013 pada pukul 18.42 WIB).  
8 Ringkasteori.blogspot.com, Kumpulan Ringkasan Teori Ilmu Sosial, (Diakses pada 

tanggal 12 Juni 2013 pada pukul 18.46 WIB). 
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c. Partisipasi 

 Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela 

masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti 

dari partisipasi ini adalah sikap sukarela masyarakat untuk 

membantu keberhasilan program pembangunan yang telah 

ditentukan sendiri. Keterlibatan sukarela itu bisa berupa terlibat 

dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan 

pembangunan, terlibat dalam memikul beban dan tanggung 

jawab dalam pelaksanaan pembangunan dan terlibat dalam 

memilih hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. 9 

 Masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan program 

dan pengawasannya, mulai dari sosialisasi, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan 

sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.  10 

 Berdasarkan penjelasan keseluruhan judul di atas, skripsi  

yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 

Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Dlingo maka dapat 

diambil pengertian dari judul skripsi adalah suatu penelitian 

terhadap berbagai dampak sosial dan ekonomi setelah adanya 

implementasi dari program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa 

Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 
                                                             

9 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 
hlm:48 

10 Buku Bantu Untuk Memahami PNPM-MP, Kab. Bantul, DIY. hlm 5 
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Yang dimaksud dampak dalam skripsi ini adalah dampak 

dalam bidang sosial (pendidikan, kesehatan, sarana), dan 

dampak dalam bidang ekonomi (Simpan Pinjam Perempuan). 

 

B. LATAR BELAKANG 

 Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. 

Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu 

kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar 

wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan 

dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk 

menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang 

berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan 

aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.11 

 Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang ditolak 

oleh manusia, tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan. Berdasarkan 

pengalaman yang terjadi menunjukkan bahwa selama ini Indonesia belum 

terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan adalah merupakan masalah gradual 

yang melanda setiap bangsa, bahkan bangsa maju sekalipun masih 

memiliki kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi masalah 

besar khususnya bagi negara-negara sedang berkembang. Fakta sejarah 

                                                             
11 PTO PNPM Mandiri Perdesaan, DIY 
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menunjukkan bahwa pembangunan bangsa Indonesia selalu terkait dengan 

upaya mengatasi kemiskinan.12 

 Pada prinsipnya kemiskinan bukan sekedar fenomena, akan tetapi 

lebih merupakan proses yang teredukasi akibat kerentanan yang melanda 

pada banyak faktor. Mengingat bahwa kemiskinan bukanlah sekedar 

fenomena, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan jika program-program 

pengentasan kemiskinan hanya terfokus pada upaya bagaimana 

kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Tetapi ironisnya, 

selama ini yang berkembang bahwa aras pemikiran ini yang terlalu 

dangkal dan tidak menyentuh masalah yang lebih mengakar pada inti 

persoalan yang sesungguhnya. Tidak pelak lagi bahwa apa yang 

diharapkan dari program penanggulangan kemiskinan tidak akan mampu 

memecahkan masalah kemiskinan yang sebenarnya. Kemiskinan akan 

terentaskan jika program diarahkan untuk memberikan stimulasi bagi 

upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan 

melakukan proses menuju kemandirian yang sejati.13 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 

(PNPM-MP) saat ini menjadi primadona terlebih untuk kegiatan  

membangun sarana dan prasarana di desa. Pemerintah pusat membuat  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini bertujuan untuk  

memberdayakan masyarakat di setiap desa di dalam Negara Kesatuan 

                                                             
12 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan (Yogyakarta: 

Gava Media, 2004) hlm. 4   
13 Ibid, hlm. 5  
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Republik Indonesia (NKRI), serta mengurangi pengangguran yang 

merajalela. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 

merupakan salah satu mekanisme pemberdayaan masyarakat yang 

digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. PNPM Mandiri 

Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 

1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan oleh Presiden RI pada tanggal 

30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai 

program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. PNPM Mandiri 

Pedesaan memiliki dua program fisik dan non-fisik, kalau fisik meliputi 

pembangunan sarana di pedesaan, sedangkan program non-fisik juga 

mempunyai dua program yakni Peningkatan Kualitas Hidup (PKH) dan 

Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Dalam pelaksanaannya, 

program ini memusatkan pada kegiatan bagi masyarakat Indonesia yang 

paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas 

pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, 

pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada 

masyarakat secara langsung. Besaran dana yang dialokasikan ke 
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masyarakat sebesar Rp.750 juta sampai Rp.3 miliar per kecamatan 

tergantung jumlah penduduk.14 

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada dibawah binaan 

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen 

Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal 

dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana hibah dari 

sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.               

Dalam PNPM Mandiri Pedesaan, seluruh anggota masyarakat diajak 

terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses 

perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan 

dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada 

pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. 

Desa Dlingo adalah desa yang secara religius beraneka ragam, 

secara ekonomi di dominasi sektor pertanian dan industri kerajinan kayu, 

secara politik masih tradisionalis, dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan masih lemah, tetapi dari sisi kekayaan alam terdapat potensi 

hidrologi (air bawah tanah) yang bisa dikembangkan. Kebutuhan air di 

desa ini bisa dipenuhi dengan syarat pengelolaan sumber daya yang ada 

dapat diakses secara maksimal. Angka kemiskinan di Desa Dlingo dari 

tahun 2010 sampai tahun 2012 turun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 

2010 angka kemiskinan sebanyak 1623 jiwa, tahun 2011 angka 

                                                             
14 Buku Bantu untuk Memahami PNPM-MP, Kab. Bantul, DIY.  
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kemiskinan sama dengan tahun 2010, dan pada tahun 2012 angka 

kemiskinan sebanyak 1411 jiwa. Perubahan angka kemiskinan yang relatif 

tetap seperti di Desa Dlingo lebih disebabkan oleh faktor alamiah. Faktor 

alamiah adalah perubahan oleh karena kelahiran, kematian, dan 

perpindahan keluarga miskin. 

Dalam beberapa tahun ini PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Dlingo 

sudah banyak membantu kesulitan masyarakat, karena dengan adanya 

PNPM Mandiri Pedesaan ini masyarakat dapat merasakan jerih payah 

keringatnya. Selain itu PNPM Mandiri Pedesaan di Desa tersebut sudah 

membantu perekonomian untuk angkutan pertanian dan kerajinan kayu 

yang tidak terlalu banyak yang terhambat karena sarana perjalanan sudah 

bagus. Dilihat dari pekerjaan yang paling dominan di Desa Dlingo adalah 

petani dan pengrajin kayu (tukang kayu). Tetap masalahnya adalah jika 

jalanan bagus ongkos angkut tidak akan mahal namun jika jalanan jelek 

ongkos angkut akan semakin mahal bahkan mobil pun belum tentu mau 

masuk. Masyarakat di Desa Dlingo sangat berperan aktif atau 

berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, mulai dari proses 

perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan 

dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada 

pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. 

Ini terbukti, ketika penulis pada tanggal 2 Desember 2011 

mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSYRENBANG) di 

Balai Desa Dlingo. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sangat 
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berpartisipasi dalam penentuan kegiatan pemberdayaan. PNPM Mandiri 

Pedesaan di Desa Dlingo sangat memberikan kontribusi positif dengan 

salah satu program yakni Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Dalam 

program Simpan Pinjam khusus Perempuan, masyarakat didampingi tim 

fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan untuk memutarkan roda perekonomian 

dengan usaha ekonomi produktif. 

Pengembangan ekonomi yang dilakukan masyarakat di Desa 

Dlingo sebagian besar pengembangan ekonomi yang konservatif. Artinya 

bahwa masyarakat di Desa tersebut sudah bisa memanfaatkan potensi yang 

lebih besar dalam menggunakan sumber daya, inisiatif, dan tenaga ahli 

lokal untuk membangun industri lokal baru yang akan dimiliki dan 

dijalankan oleh masyarakat yang ada di kelurahan tersebut. Industri lokal 

di Desa Dlingo ada berbagai macam, yakni Industri rumah tangga pangan, 

dan Industri kerajinan kayu. Dalam industri rumah tangga pangan 

meliputi, usaha ekonomi produktif kacang kulit, ceriping pisang, telur 

puyuh, rempeyek kacang, emping melinjo dan ondhe-ondhe. Sedangkan 

industri kerajinan kayu di kelurahan tersebut meliputi jendela, pintu, kursi, 

kusen, arang kayu dan lain-lain. Ini didorong dengan adanya sumber daya 

alam dan manusia yang sangat memadai.  

Hal tersebut menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

melalui pengembangan ekonomi produktif telah dilakukan oleh 

masyarakat lokal, dalam hal ini ialah Kelompok Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP). Dengan adanya pengembangan ekonomi produktif di 
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masyarakat Desa Dlingo, sudah menunjukkan bahwasanya PNPM Mandiri 

Pedesaan di Desa tersebut sangat berperan dalam kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Sesudah adanya PNPM Mandiri Pedesaan, keadaaan ekonomi di 

Desa tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 

masyarakat yang berperan aktif atau berpartisipasi dalam semua kegiatan 

PNPM Mandiri Pedesaan turut berpengaruh terhadap sosial ekonomi di 

Desa Dlingo. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka peneliti 

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Dampak 

Sosial Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Terhadap Kehidupan Masyarakat 

(Studi kasus Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta). 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

 Dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di 

atas, maka untuk mempermudah proses penelitian guna menghindari 

pembahasan yang terlalu meluas, penulis mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di  

Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta? 
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2. Bagaimanakah dampak PNPM Mandiri Pedesan terhadap sosial 

ekonomi masyarakat di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 

Bantul, Yogyakarta? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan program PNPM Mandiri 

Pedesaan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap sosial 

ekonomi masyarakat di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 

Bantul, Yogyakarta. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan 

kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

mahasiswa dalam melengkapi kajian yang mengarah pada 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut 

masalah peran PNPM Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, 



16 

 

Kabupaten Bantul, serta menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

b. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada 

akademisi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam maupun 

praktisi Pengembangan Masyarakat (community development) 

yang concern dalam mengkaji dan menelaah terhadap PNPM 

Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan 

kemandirian sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak dan sebagai bahan acuan bagi pemerintah desa dalam 

penetapan kebijakan untuk meningkatkan pembangunan. 

 

F. KAJIAN PUSTAKA 

 Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan 

penelitian ini khususnya tentang Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) antara lain: 

 Penelitian Pajar Hatma Indra Jaya tentang Sesat Pikir Pengentasan 

Kemiskinan kasus PNPM Mandiri sebagai Model Nasional Pengentasan 

Kemiskinan. Dalam penelitiannya membahas tentang analisis audit sosial 

terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang 

dilakukan oleh Gapri (Gabungan Aliansi Anti Pemiskinan Indonesia). 

Audit sosial dalam penelitiannya digunakan untuk memeriksa PNPM 
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Mandiri Perkotaan yang dilakukan di Desa Mulyodadi, Kecamatan 

Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam penelitiannya 

berdasarkan temuan-temuan, menyimpulkan bahwa sampai kapan pun 

PNPM Mandiri tidak akan mampu mengatasi kemiskinan, kecuali 

dilakukan perubahan-perubahan terhadap berbagai unsur yang menjadi 

masalah dalam program tersebut.15    

 Penelitian Uswatun Khasanah tentang Pengelolaan Dana Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam 

Memberdayakan Kewirausahaan Perempuan (studi kasus di desa Girirejo, 

Bantul).16 Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana pengelolaan 

dana PNPM-MP dalam mengembangkan kewirausahaan bagi kaum 

perempuan di desa Girirejo. Penelitian ini dikembangkan karena adanya 

kejenuhan kemiskinan yang lebih dirasakan oleh kaum perempuan. Dan 

salah satu fokus dari penulis dalam penelitian ini yakni tentang Program 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam memberdayakan kewirausahaan 

perempuan di desa Girirejo, Bantul. 

 Penelitian lainnya yang memiliki fokus pada Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dilakukan 

oleh Syukron Munjazi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Untuk 

Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan 

                                                             
15Pajar Hatma Indra Jaya, Sesat Pikir Pengentasan Kemiskinan Kasus PNPM Mandiri 

sebagai Model Nasional Pengentasan Kemiskinan. (Yogyakarta: mu3, 2010)  
16 Uswatun Khasanah, Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan Dalam Memberdayakan Kewirausahaan Perempuan (studi kasus di Desa 
Girirejo, Bantul), skripsi Fakultas Dakwah, 2011. 
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Masyarakat Mandiri di Kota Yogyakarta” (studi kasus Implementasi di 

Kelurahan Demangan).17 Dalam skripsinya membahas tentang  bagaimana 

konsep program PNPM Mandiri dan penerapannya dalam memberdayakan 

masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Skripsi ini 

dikembangkan untuk mengungkap bagaimana proses pengentasan 

kemiskinan oleh PNPM Mandiri untuk memberdayakan masyarakat 

Demangan dengan berbagai program yang ada di dalam PNPM Mandiri. 

 Skripsi yang dilakukan oleh Ikhsan yang berjudul “Peranan Unit 

Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pengembangan 

Sumber Daya Manusia” (Studi di Desa Potonoro Kecamatan Banguntapan 

Kabupaten Bantul Yogyakarta).18 Penelitian ini memfokuskan bagaimana 

peran unit sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka pengembangan 

sumber daya manusidan mengatasi dampak yang dilakukan oleh unit 

pengelola sosial untuk mengatasi pengangguran masyarakat. 

 Secara garis besar penelitian diatas menggunakan metode kualitatif 

dan menjelaskan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri. Sedangkan, dalam 

penelitian ini bersifat melengkapi penelitian sebelumnya yang membahas 

dampak sosial ekonomi PNPM Mandiri Pedesaan terhadap kehidupan 

masyarakat yang mencakup bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri 

Pedesaan di Desa Dlingo, dan juga membahas tentang bagaimana dampak 

                                                             
17 Syukron Munjazi, “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan 

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kota Yogyakarta” (studi kasus 
Implementasi di Kelurahan Demangan), skripsi Fakultas Dakwah 2009. 

18 Ikhsan, “Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam 
Pengembangan Sumber Daya Manusia” (Studi di Desa Potonoro Kecamatan Banguntapan 
Kabupaten Bantul Yogyakarta), skripsi Fakultas Dakwah 2010. 
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PNPM Mandiri Pedesaan terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa 

Dlingo. Yang dimaksud dampak dalam skripsi ini yaitu dampak dalam 

bidang sosial (pendidikan, kesehatan, sarana), dan dampak dalam bidang 

ekonomi (Program Simpan Pinjam Perempuan).  

 

G. KERANGKA TEORI 

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata “power”  (kekuasaan atau 

keberdayaan)19. Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep 

kekuasaan.   

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok rentan dan lemah sehinggga mereka memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam20: 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas 

dari kebodohan, bebas dari kesakitan. 

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan 

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh 

barang-barang dan jasa-jasa yang yang mereka perlukan. 

                                                             
19 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2009), hlm 57. 
20 Ibid, hlm 58. 
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c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka.  

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun 

paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat “people-

centered, participatory, empowering, and sustainable”21. 

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata mempengaruhi 

kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk 

mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety net), yang 

pemikirannya belakangan ini banyak di kembangkan sebagai upaya 

untuk mencari alternatif terhadap pertumbuhan-pertumbuhan di masa 

lalu. 

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat 

dilihat dari tiga sisi22: 

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah 

pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki 

potensi yang dapat dikembangkan, artnya tidak ada masyarakat 

yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasikan 

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta 

berupaya untuk mengembangkannya. 
                                                             

21 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT 
Refika Aditama, 2009), hlm 99. 

22 Ibid., hlm 102. 
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b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering). Dalam rangka  ini diperlukan langkah langkah 

positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkutan 

ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut 

penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses 

kedalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat 

masyarakat makin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya 

yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan 

derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan 

ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan 

pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan 

sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan,listrik 

jembatan, maupun sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, 

yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah , 

serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan 

pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang 

keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus 

bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program 

umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada 

lapaisan masyarakat ini. 

c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses 

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah 
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lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang 

kuat. 

Oleh karena itu, dalam pemaparan diatas, penulis bisa 

mengambil kesimpulan bahwa pengertian pemberdayaan sebagai 

suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya 

atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya 

kepada pihak yang kurang atau kurang berdaya. Penulis juga   

berpandangan bahwa perlindungan dan pemeliharaan kepada yang 

lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan 

masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi 

dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil 

dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari upaya 

untuk mencegah terjadi nya persaingan yang tidak seimbang, serta 

eksploritasi yang kuat atas yang lemah. 

2. Tujuan Pemberdayaan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk 

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 

tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan 

apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah 

merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai 

oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan 

sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-
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masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan 

yang terdiri atas23:  

a. Kognitif adalah kemampuan berpikir yang dilandasi oleh 

pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam 

rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.  

b. Konatif adalah suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk 

yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai 

pembangunan dan pemberdayaan. 

c.  Psikomotorik adalah kecakapan dan keterampilan yang 

dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat 

dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan.  

d. Afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat 

yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai 

keberdayaan dalam sikap dan perilaku.  

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut akan dapat 

memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang 

dicita-citakan.  Karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi 

kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan 

yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan 

perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut. 

Menurut Paul Freire (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:82) 

Pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut 

                                                             
23 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan (Yogyakarta: 

Gava Media, 2004) hlm. 80   
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conscientization yaitu merupakan proses belajar untuk melihat 

kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Paradigma 

ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan 

dari struktur-sturuktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka 

sebuah partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan 

suatu program saja melainkan menyentuh pada nilai politik.24  

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa hakikat  tujuan 

pemberdayaan ialah membentuk kekuatan individu dan masyarakat 

menjadi pribadi yang mandiri. Dengan kemandirian masyarakat bisa 

membuka akses yang seluas-luasnya agar tidak terjadi monopoli dan 

dominasi kekuasaan. Sehingga, kelompok masyarakat mampu 

memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian. 

3. Bentuk-bentuk Kegiatan Pemberdayaan              

 Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, 

komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya 

keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen 

yang diperintah. Menurut Ndraha, diperlukan berbagai program 

pemberdayaan, diantaranya:25 

a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar 

atau bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah. 

                                                             
24 Ibid, hlm 82 
25 Ndraha, Taliziduhu, Kronologi; Ilmu Pemerintahan Baru (Jakarta: Direksi Cipta, 

2003), hlm. 132. 
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Bargaining ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa 

yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan 

kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Utomo menyatakan bahwa 

birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki kualitas 

kehidupan kerja (quality of work life) yang tinggi dan berorientasi 

kepada; (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan (participation 

in decision making), (2) program pengembangan karir (career 

development program,) (3) gaya kepemimpinan (leadership style), 

(4) derajat tekanan yang dialami oleh karyawan (the degrees of 

stress experienced by employees), dan (5) budaya organisasi (the 

culture of the organisastion). 

b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar 

dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif 

pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban 

pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan 

lingkungan. 

c. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia melalui human investment guna 

meningkatkan nilai manusia (human dignity), penggunaan (human 

utilization), dan perlakuan yang adil terhadap manusia. 

d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program 

perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah 
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dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling 

menguntungkan. 

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara 

umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat 

dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:26 

a. Bantuan Modal 

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak 

berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan 

masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan 

lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi 

menjadi faktor penting yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, 

ada dua hal penting yang perlu dicermati, yaitu Pertama, lemahnya 

ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang 

memiliki usaha, tetapi juga masyarakat yang tidak mempunyai 

faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bergantung 

pada gaji. Dalam pemberdayaan aspek ini, nampaknya 

pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama. Kedua, 

perlunya mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui 

aspek permodalan ini adalah, 1) bagaimana pemberian bantuan 

modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; 2) 

bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui 

                                                             
26  Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan 

Teoritis dan Implementasi. Makalah Seminar Sehari “Pemberdayaan Masyarakat” yang 
diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta, hlm. 7-10. 
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penciptaan sistem yang kondusif baru melalui usaha mikro, kecil, 

dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; 3) 

bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal 

ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.  

b. Bantuan Pembangunan Prasarana 

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu 

ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di 

tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong 

mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah 

mereka melakukan aktifitasnya. 

c. Bantuan Pendampingan 

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. 

Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau 

refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat. 

d. Kelembagaan 

Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi  di tengah-

tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk 

menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah 

masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih untuk hidup 

tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan 

memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang 

diinginkan seperti, permodalan, media musyawarah, dan lain 

sebagainya. 
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Keempat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut 

menjadi penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang 

dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat yang pada 

awalnya belum berdaya menjadi berdaya, dan mandiri. 

4. Aktor Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang 

ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat 

diketengahkan sebagai berikut27: 

a. Peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah 

harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Dalam rangka ini ada 

beberapa upaya yang harus dilakukan: 

a) Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka 

terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat. 

b) Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah 

sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk 

memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu 

memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat 

sendiri. 

c) Untuk itu maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan 

sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar 

upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan 

                                                             
27  April Purwanto, Modul Kuliah Empowerment yang Berjudul Panduan Umum 

Pemberdayaan Masyarakat, Jurusan PMI UIN Sunan Kalijaga. 
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bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan 

rakyat membangun dengan kemandirian. 

d) Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. 

Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan 

kesadaran (awareness) masyarakat, dan agar aparat dapat segera 

membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan 

sendiri oleh rakyat. 

e) Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang 

diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya 

sendiri. 

f) Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan 

pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan 

masyarakat yang lemah. 

Untuk dapat menjalankan misinya, maka birokrasi harus 

ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, dan 

ditingkatkan kualitasnya agar benar -benar mampu memberikan 

bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat 

harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung 

berhadapan dengan masyarakat, baik secara hirarkis seperti aparat 

desa dan kecamatan, maupun fungsional seperti PPL, guru, dokter, 

dan bidan. 

b. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan 

masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi berperan besar 
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adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping 

organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan 

lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah 

(mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) 

pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam 

program pemerintah. Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, 

dapat pula mengembangkan programnya sendiri. 

c. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat 

itu sendiri, atau sering disebut sebagai local community 

organization. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasiformal 

seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, Pokdarwis atau yang 

benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok 

arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya. 

5. Pembangunan Sosial. 

Pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial yang 

dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan, untuk membuat 

perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya.28 

Menurut Arief Budiman (1995:2-8), ukuran pencapaian hasil 

pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat 

dilihat secara objektif29:  

                                                             
28 Agus Salim, Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia  

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002) hlm.263 
29 Ibid, hlm.264 
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a. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka 

pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu negara. 

Pembangunan akan berhasil, dengan indikator bahwa 

pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi, diukur dari 

produktivitas masyarakat dan Negara disetiap tahun. 

b. Dicapainya pemerataan disuatu masyarakat dalam suatu 

masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya adalah 

Negara yang produktifitasnya tinggi, penduduknya makmur 

dan sejahtera secara relatif. 

c. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan 

penduduk disuatu Negara dengan menggunakan tolok ukur 

PQLI (physical quality of life index).  

d. Pembangunan harus dapat menciptakan Keadilan Sosial dan 

Kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung 

seringkali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat 

mencolok bagi masyarakatnya. 

e. Kerusakan lingkungan hidup harus pula diperhitungkan. 

Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berbeda pada 

sebuah proses pemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi 

karena produktivitas yang tinggi tidak memperdulikan dampak 

terhadap lingkungan. 

Conyers (1994:10), melakukan intervensi lima makna dan 

pengertian dari kata sosial ini: Pertama, kata sosial dihubungkan 
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dengan hiburan atau sesuatu yang menyenangkan. Kedua, kata sosial 

ditempatkan sebagai lawan kata individual. Ketiga, kata sosial 

diartikan sebagai lawan dari pengertian benda. Apabila dikaitkan 

dengan pembangunan maka yang dimaksudkan bukan pembangunan 

yang menghasilkan objek fisik yang bersifat kebendaan, tetapi lebih 

berat pada aspek manusianya. Keempat, kata sosial diartikan sebagai 

lawan ekonomi. Dalam pengertian ini sosial dilihat sebagai salah satu 

aspek pembangunan yang berbeda dengan aspek atau pembangunan 

ekonomi, yang dicirikan sebagai hal-hal yang tidak langsung 

memengaruhi produktivitas dan memberikan manfaat ekonomi. 

Kelima, konsep sosial diartikan dalam kaitannya dengan hak asasi dari 

seseorang sebagai anggota masyarakat.30 

 Oleh karena itu, definisi yang dirumuskan Midgley (dalam 

Soetomo, 2010:314), yang menyebutkan bahwa pembangunan sosial 

adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, 

dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan 

dinamika proses pembangunan ekonomi.31 

6.  Partisipasi Masyarakat. 

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela masyarakat 

dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini 

adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan 
                                                             

30 Soetomo. Strategi-strategi  Pembangunan Masyarakat .(Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2010) hlm. 311. 

31 Ibid, hlm.314 
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program pembangunan yang telah ditentukan sendiri. Keterlibatan 

sukarela itu bisa berupa terlibat dalam proses penentuan arah, strategi 

dan kebijakan pembangunan, terlibat dalam memikul beban dan 

tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan dan terlibat dalam 

memilih hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.32 

Menurut Moeljarto (1995) ada beberapa alasan utama mengapa 

partisipasi  masyarakat mempunyai sifat penting33: 

a. Masyarakat adalah fokus utama dan tujuan akhir dari 

pembangunan, karena itu partisipasi merupakan akibat logis 

dari dalil tersebut. 

b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan 

harkat dan martabat. Pembangunan yang melupakan aspek 

manusianya (partisipasi) jelas tidak menguntungkan. Hal ini 

karena akan menumbuhkan sikap pasif dari masyarakat baik 

dalam proses, pelaksanaan, maupun penerimaan hasil 

pembangunan. 

c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus 

informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi 

daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terugkap. 

d. Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek 

pembangunan. Masyarakat akan lebih mempercayai program-

program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam semua 
                                                             

32 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 
hlm:48  

33 Ibid,hlm.50 
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kegiatan baik prosespersiapan, perencanaan, pelaksanaan dan 

menikmati hasil, karena mereka akan lebih puas mengetahui 

seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa 

memiliki terhadap program tersebut. 

e. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi 

aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. 

f. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis 

individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. 

g. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun 

kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program 

pembangunan guna memenuhi khas daerah. 

7. Pendekatan Evaluasi Dampak Program. 

Pelaksanaan evaluasi terhadap dampak program, bertujuan untuk 

menilai seberapa jauh tingkat efektifitas program dan dampaknya 

terhadap masyarakat penerima manfaat, baik yang terlibat langsung 

dalam pelaksanaan program maupun yang tidak secara langsung 

dilibatkan dalam program yang bersangkutan. Karena itu, penerima 

manfaat evaluasi yang akan dikumpulkan datanya mencakup baik 

pelaksana kegiatan maupun warga masyrakat penerima manfaat. 

Kegiatan evaluasi dampak program, dapat dilaksanakan dengan 

menerapkan berbagai cara, baik melalui survey, pengujian teracak, dan 

berbagai upaya pengumpulan informasi yang kemudian dianalisis 

dengan menggunakan berbagai alat analisis yang tepat dan teliti 
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(analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan statistika, maupun 

analisis kualitatif).  

Terkait dengan pendekatan evaluasi, terdapat beberapa pendekatan 

evaluasi sebagai berikut: 

a. Pendekatan Eksperimental 

Pendekatan seperti ini dilakukan dengan merancang 

kegiatan evaluasi sebagai suatu riset eksperimental. Pendekatan 

seperti ini dinilai sangat objektif dan hasilnya dapat 

digeneralisasi. 

b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal orientation 

approach) 

Pendekatan evaluasi seperti ini biasa dilakukan dalam 

evaluasi keberhasilan atau ketercapaian tujuan kegiatan, yang 

memfokuskan kepada indikator-indikator ketercapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. 

c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision 

focused approach)   

Evaluasi ini ditujukan untuk pengelolaan program, bagi 

pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan 

keberlanjutan program (perbaikan, pengembangan penghentian 

dan lain-lain). Karena itu, dalam rancangan evaluasi  telah 

dibatasi dengan informasi-informasi yang akan dibutuhkan para 

pengambil keputusan. 
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d. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user focused 

approach) 

Evaluasi ini lebih mengutamakan pada penilaian tentang 

seberapa jauh tingkat korbanan dan atau kemanfaatan program 

bagi penerima manfaat, baik dilihat yang terkait dengan proses, 

hasil, dan dampak kegiatannya. Karena itu, berbeda dengan 

pendekatan-pendekatan sebelumnya, evaluasi ini memerlukan 

pemahaman evaluator tentang kebutuhan dan perasaan-

perasaan penerima manfaat atau penggunaannya. Sehingga 

proses, ukuran-ukuran dan penilaian yang digunakan harus 

mengacu kepada kepentingan penerima manfaat. 

e. Pendekatan yang responsive (the responsive approach)   

Pendekatan ini sangat unik, karena evaluator harus 

mendengarkan informasi dari semua pemangku kepentingan 

untuk kemudian melakukan analisis dan sintesis melalui 

beragam sudut pandang, yang dilatarbelakangi beragam 

kepentingan. Oleh sebab itu, evaluasi ini umumnya dilakukan 

dengan rancangan kualitatif yang sangat konprehensif dan 

menggunakan pendekatan endemic (menggunakan ukuran 

setempat). 
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f. Pendekatan yang bebas tujuan (goal free approach) 

Pendekatan ini memberikan kebebasan untuk merumuskan 

tujuan  dan metode evaluasinya. Pendekatan ini disebut sebagai 

bebas tujuan, karena: 

1. Menghindar untuk tidak perlu mengetahui tujuan-tujuan 

program atau kegiatan yang dievaluasi. 

2. Tujuan yang ditetapkan, tidak boleh menyempitkan 

fokus evaluasi. 

3. Hasil evaluasi difokuskan pada apa yang sebenarnya 

terjadi, dan bukan tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Hubungan evaluator dengan pengelola maupun 

penerima manfaat dibuat seminimal mungkin. 

5. Memberikan peluang bagi ditemukannya hasil dan 

dampak yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. 

Karena itu, sebaiknya hasil evaluasi dengan pendekatan ini 

dipadukan dengan hasil evaluasi  dengan pendekatan yang 

berorientasi  pada tujuan, sehingga akan diperoleh informasi 

yang sangat lengkap, komprehensif, dan lebih obyektif.34 

Oleh karena itu, dari kelima pendekatan tersebut penulis 

lebih menekankan pada pendekatan yang berorientasi pada 

pemakai. Penulis merasa tertarik untuk mengukur seberapa 

jauh tingkat penerima manfaat dari program pembangunan. 
                                                             

34  Totok Mardikanto, Poerwoko, Pemberdayaan Masyarakat dalam prespektif Kebijakan 
Publik (Bandung: Alfabeta, tahun 2012), hlm. 283 
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Baik dilihat yang terkait dengan proses, hasil, dan dampak 

kegiatannya. Sehingga proses, ukuran-ukuran dan penilaian 

yang digunakan harus mengacu kepada kepentingan penerima 

manfaat.  

8. Tinjauan tentang PNPM Mandiri Pedesaan 

PNPM Mandiri pedesaan adalah program nasional dalam wujud 

kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat.35 

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari 

PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM 

Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan 

adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan 

secara terpadu dan  berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri 

Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa 

keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan 

pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas 

kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi 

masyarakat.36 

 
                                                             

35 M. Iqbal Tuasikal, Integrasi Kegiatan PNPM Mandiri Dalam Pembangunan Desa 
(Bantul: Fasilitator Kabupaten, PNPM –MP), makalah disampaikan pada 18 September 2012. 

36 Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM – MP DIY  
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a. Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan 

Tujuan PNPM Mandiri meliputi tujuan umum dan tujuan 

khusus37: 

a. Tujuan Umum : meningkatkan kesejahteraan dan 

kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan 

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembangunan. 

b. Tujuan khusus : 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya 

masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam 

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan pelestarian pembangunan. 

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif 

dengan mendayagunakan sumber daya lokal. 

c. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 

d. Menyediakan prasarana sarana social dasar dan 

ekonomi yang diprioritaskan oleh masyakat. 

e. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam 

memfasilitasi pengelolaan pembangunan partispatif. 

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama 

antar desa. 

g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku 

                                                             
37 Buku Bantu untuk Memahami PNPM Mandiri Pedesaan, Kab. Bantul DIY, hlm. 3 
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kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan di 

pedesaan.  

b. Sepuluh Prinsip PNPM Mandiri Pedesaan.  

Di dalam PNPM Mandiri mempunyai sepuluh prinsip yang 

harus di lakukan diantaranya38 : 

a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Artinya 

kegiatan yang dihasilkan PNPM-MP dapat 

meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga 

masyarakat dalam pengelola kegiatan. 

b. Otonomi. Masyarakat memiliki hak dan wewenang 

mengatur diri sendiri secara mandiri dan bertanggung 

jawab sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki, 

tanpa intervensi negatif dari luar. 

c. Desentralisasi. Artinya memberi ruang yang lebih luas 

kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan 

pembangunan sektoral dan kewilayahan yang 

bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai dengan kapasitas masyarakat. 

d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Segala 

keputusan yang diambil mempertimbangkan 

kemanfaatannya bagi masyarakat miskin. 

e. Partisipasi. Artinya masyarakat berperan aktif dalam 

                                                             
38 Ibid, hlm.4  
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proses tahapan program dan pengawasannya, mulai 

dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan 

tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil. 

f. Kesetaraan dan keadilan gender. Artinya masyarakat, 

baik laki-laki maupun perempuan mempunyai 

kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program 

dan dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan, 

kesetaraan juga ada dalam pengertian kesejajaran 

kedudukan untuk penyelesaian masalah 

g. Demokratis. Masyarakat mngambil keputusan 

pembangunan secara musyawarah dan mufakat untuk 

kepentingan bersama. 

h. Transparansi dan akuntabel. Setiap keputusan yang 

diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka 

dan dapat diakses oleh masyarakat. 

i. Prioritas. Masyarakat memilih kegiatan berdasarkan 

skala prioritas sesuai kriteria PNPM-MP 

j. Keberlanjutan. Dalam setiap pengambilan keputusan 

harus mempertimbangkan secara pelestarian dan 

keberlanjutan. 
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9. Peran Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan 

Peran pelaku PNPM- MP ditingkat desa39: 

a. Kepala desa   

a. Sebagai pembina dan pengendali kelancaran dan 

keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP di desa masing-

masing. 

b. Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

menyusun peraturan desa yang mendukung 

pelestarian hasil kegiatan PPK maupun PNPM-MP 

dan pelembagaan pola pembangunan partisipatif yang 

telah difasilitasi PNPM-MP. 

c. Mewakili desa dalam pembentukan forum 

musyawarah tingkat kecamatan atau pembentukan 

kerjasama antar desa.   

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

a. Mengawali proses pelaksanaan tahapan kegiatan 

PNPM-MP. 

b. Ikut dalam proses legalisasi peraturan desa yang 

berkaitan dengan pelestarian hasil PPK dan PNPM- 

MP. 

c. Mewakili masyarakat dalam proses pembentukan 

kerjasama antar desa. 

                                                             
39 Buku Bantu untuk Memahami PNPM-MP, Kab. Bantul, DIY, hlm. 16 
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c. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

Tim yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih 

dalam Musyawarah Desa (MD), yang bertugas untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, mengelola 

administratasi dan keuangan PNPM-MP di desa. 

d. Tim Penulis Usulan (TPU) 

Terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dalam 

Musyawarah Desa, berdasarkan kemampuan yang sesuai 

dengan usulan masyarakat yang disetujui forum Musyawarah 

Desa. TPU bertugas menyiapkan dan menyusun dokumen yang 

diperlukan untuk pengajuan usulan desa. 

e. Tim Pemantau 

Terdiri dari anggota masyarakat yang memantau 

pelaksanaan kegiatan di desa. Mekanisme hasil pemantauan 

disampaikan dalam forum musyawarah desa. 

f. Tim Pemelihara 

Berperan menjalankan fungsi pengelolaan, yaitu 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan, hasil-hasil 

kegiatan PNPM-MP. 

g. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 

Merupakan warga masyarakat setempat yang dipilih oleh 

forum musyawarah desa, berperan memfasilitasi atau memandu 

masyarakat dalam melaksanaan tahapan kegiatan PNPM-MP. 
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Setiap desa paling tidak dipilih 2 KPMD, laki-laki dan 

perempuan, dipilih dengan mempertimbangkan kemampuannya 

untuk memfasilitasi peran kaum perempuan, pengetahuan 

teknik, dan kelompok ekonomi, serta kemapuan lain yang 

dibutuhkan di desanya.40 

10. Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan dalam bidang 

sosial41: 

a. Sistem PNPM Mandiri dilestarikan oleh masyarakat. 

b. Dalam setiap forum musyawarah sudah dilakukan secara 

partisipatif. 

c. Paradigma sukarelawan masyarakat. 

d. Adanya kesetaraan gender dan keadilan dalam penetapan 

program melalui musyawarah. 

11. Indikator keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan dalam bidang 

ekonomi42: 

a. Masyarakat bisa memutarkan roda perekonomian karena 

adanya bantuan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan. 

b. Akses perekonomian masyarakat menjadi mudah karena 

didukung dengan sarana prasarana yang baik.   

c. Jumlah penduduk miskin berkurang. 

d. Kemampuan usaha masyarakat naik. 

                                                             
40 Ibid, hlm. 18 
41 Wawancara dengan Kuwatana selaku Fasilitator Teknik PNPM Mandiri Perdesaan, 

Kec.Dlingo, pada tanggal 11 Januari 2013, 15.00 WIB.  
42 ibid 
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H. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sebagai 

penelitian lapangan yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.43 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk dapat 

mengetahui dampak sosial ekonomi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa 

Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 

 Peneliti mengunakan metode kualitatif, karena permasalahan penuh 

makna, holistik, kompleks dinamis, sehingga peneliti mampu 

memahami situasi sosial secara mendalam. 44 

2. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian berada di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, 

Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Adapun pengambilan lokasi penelitian 

ini dikarenakan: Pertama,  Desa Dlingo merupakan desa yang sudah 

berpartisipasi dalam suksesnya program PNPM Mandiri Pedesaan 

untuk mengentaskan kemiskinan. Kedua, masyarakat di Desa Dlingo  

berperan aktif dalam PNPM Mandiri Pedesaan. Ketiga, penulis pernah 

                                                             
43 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1982), 

hlm. 141 
44 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007). hlm.68. 
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Kuliah Kerja Lapangan di Desa Dlingo selama satu setengah tahun. 

Sedangkan, waktu penelitian berkisar sekitar 3 bulan dari Maret 

sampai Mei tahun 2013. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi 

sumber informasi dan dapat memberikan data yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti.45 Dengan demikian, subjek penelitian ialah 

sumber informasi dan data serta masukan-masukan dalam 

menjawab masalah penelitian.  

Dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu:  

1. Kepala Desa Dlingo. 

2. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Desa 

Dlingo.   

3. Masyarakat di Desa Dlingo berjumlah 4 orang yang menerima 

bantuan modal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan  

mempunyai usaha. 

4. Masyarakat di Desa Dlingo yang tidak menerima bantuan 

modal Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 

b. Objek Penelitian. 

  Adapun objek penelitian ini meliputi:  

                                                             
45 Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 1988), 

hlm.135. 
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1. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di  Desa 

Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 

2. Dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap sosial ekonomi 

masyarakat di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 

Bantul, Yogyakarta.  

4. Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara (interview) 

  Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk 

mendapatkan jawaban atau keterangan dari yang diwawancarai. 

Dalam konteks penelitian, si pewawancara mewawancarai 

seseorang atau kelompok agar mau memberikan jawaban maupun 

informasi atas pertanyaan yang diberikan.46 

  Bentuk wawancara yang dilakukan dengan wawancara 

perorangan maupun kelompok. Wawancara perorangan adalah 

peneliti hanya mewawancarai satu orang informan. Misalnya, 

wawancara dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM 

Mandiri. Sedangkan, wawancara kelompok adalah wawancara 

yang dilakukan terhadap sekelompok informan terkait PNPM 

Mandiri Pedesaan. Misalnya, wawancara dengan Kelompok 

Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) di Desa Dlingo. Wawancara 

kelompok ini penulis mewawancarai salah satu kelompok SPP 

yang bernama kelompok mawar. 

                                                             
46 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 59. 
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  Dalam hal ini, penulis menggabungkan jenis wawancara 

terpimpin dan bebas terpimpin. Wawancara terpimpin ialah peneliti 

melakukan wawancara secara langsung dengan cara mengajukan 

pertanyaan yang telah dibuat dan sesuai pedoman. Sebelumnya, 

peneliti mempersiapkan bahan secara matang dan tersistematisasi. 

Sedangkan, wawancara bebas ialah peneliti mempersiapkan bahan 

wawancara secara lengkap, namun cara penyampaiannya dilakukan 

secara bebas dan berlangsung dalam kondisi tidak formal serta 

tidak kaku. 

b. Metode Observasi 

  Metode observasi adalah suatu kegiatan mengamati secara 

langsung objek yang diteliti dengan mencatat segala sesuatu yang 

bisa dijadikan data atau bahan untuk dianalisis.47 Metode yang 

digunakan peneliti adalah non partisipan observer, artinya peneliti 

tidak ikut secara langsung dalam kegiatan yang sudah 

dilaksanakan.  

c. Dokumentasi 

  Dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan data dari 

arsip PNPM Mandiri Pedesaan, gambar dan dokumen lain. Teknik 

ini dimaksudkan untuk memperoleh data kuantitatif guna 

menunjang data kualitatif. Data dokumentasi ini berupa foto 

                                                             
47 Mathew Huberman, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: UIN Suka, 1999), hlm. 

136. 
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pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, arsip laporan pelaksanaan 

kegiatan PNPM – MP.  

5. Keabsahan Data. 

  Yaitu teknik pemerikasaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain dari luar data untuk keperluan pengecekkan atau pembanding 

terhadap data tersebut. Hal ini akan dicapai  dengan membandingkan 

data hasil wawancara di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi dan dokumen yang berkaitan.48 

 Agar hasil penelitian ini memiliki derajat kepercayaan tinggi sesuai 

fakta di lapangan, maka penulis melakukan usaha berikut: Pertama, 

memaksimalkan keterlibatan peneliti dalam pengumpulan data di 

lapangan. Semakin lama peneliti melakukan observasi maka  akan 

lebih mendalam mengenal karakter, kebudayaan di lapangan dan tidak 

mempengaruhi situasi. Kedua, melakukan triangulasi, dengan cara 

menggunakan triangulasi metode (lintas pengumpulan metode), 

triangulasi sumber data (memilih berbagai sumber yang sesuai). 

Dengan demikian, data yang diperoleh dari wawancara dapat 

dibandingkan dengan data dari masyarakat. Ketiga, mengadakan 

member check agar pelaksana program mengecek catatan peneliti. 

 

 

 

                                                             
48 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2002), hlm. 178. 
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6. Analisis Data 

  Analisis berarti menguraikan atau memisah-misahkan, 

menganalisis data berarti mengurai data atau menjelaskan data 

kemudian ditarik makna-makna dan kesimpulan.49 

  Data yang sudah berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan 

secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan 

metode kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang 

tersimpan sesuai dengan kenyataan di lapangan.50 

 

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Skripsi ini secara jelas akan membahas beberapa masalah yang 

dikelompokkan ke dalam empat bab, yaitu:  

Bab Satu, sebagai pendahuluan, bab ini akan menguraikan tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Dua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka bagian ini 

akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

pembahasannya terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan 

keadaan masyarakat di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 

Bantul, mulai dari jumlah penduduk, pendidikan, mata pencaharian dan 

lain sebagainya. pada sub bab kedua menjelaskan tentang PNPM Mandiri 

                                                             
49  Dudung Abdurrahman, “Pengantar Metode Penelitian”, hlm. 65. 
50  Winarno Surakhmad, “Pengantar Penelitian Ilmiah”, hlm. 134. 
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Pedesaan, yang penjabarannya dimulai dari sejarah berdirinya, visi dan 

misi, dan program kegiatannya. 

Bab Tiga, analisis tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di 

Desa Dlingo, dan juga dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap sosial 

ekonomi masyarakat di Desa Dlingo.  

Bab Empat adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran-saran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian mengenai Dampak Sosial 

Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-

MP) Terhadap Kehidupan Masyarakat studi kasus Desa Dlingo, sebagaimana yang 

telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan bagi masyarakat di Desa Dlingo 

adalah pelaksanaan program dari, untuk, dan oleh masyarakat yang mengacu pada 

pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui 

program fisik, program Peningkatan Kualitas Hidup (PKH), dan program Simpan 

Pinjam Perempuan (SPP). Sesuai dengan visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah 

tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. 

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian 

berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di 

lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta 

mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dana 

bergulir oleh PNPM Mandiri Pedesaan untuk mengembangkan pembangunan 

sarana, peningkatan kualitas hidup (PKH) melalui pendidikan dan kesehatan, dan 

ekonomi melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Oleh karena itu, 

pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan pasti mempunyai dampak bagi 

masyarakat penerima manfaat program pembangunan. 
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2. Dampak yang dirasakan masyarakat Desa Dlingo setelah adanya pelaksanaan  

program PNPM Mandiri Pedesaan, kini mampu meningkatkan pemenuhan 

kebutuhannya dalam bidang sosial maupun bidang ekonomi. Dari segi pemenuhan 

kebutuhan bidang sosial, setelah masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan 

program sarana sebagian besar dari mereka bisa memenuhi kebutuhannya karena 

didukung dengan sarana yang baik dari sebelumnya. Dan sebagian dari 

masyarakat Desa Dlingo bisa mengembangkan potensinya melalui usaha karena 

didukung dengan adanya pelatihan-pelatihan. Selain itu, dari segi pemenuhan 

kebutuhan di bidang ekonomi, setelah masyarakat mengajukan bantuan pinjaman 

modal melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), masyarakat bisa 

meningkatkan kewirausahaan terutama kaum perempuan, terlebih untuk 

membantu pendapatan keluarganya dan tidak bergantung kepada suami.  

3. Akan tetapi secara keseluruhan jika melihat dampak sosial terutama untuk 

mengurangi kemiskinan dan pengangguran, program PNPM Mandiri Pedesaan 

yang dijalankan di Desa Dlingo tidak mampu mengurangi angka kemiskinan. Di 

Desa Dlingo angka penurunan kemiskinan sangat kecil kendati telah menjalankan 

program PNPM Mandiri yaitu pada tahun 2010 sebesar 1623 jiwa dan tahun 2011 

angka kemiskinan sama dengan tahun 2010, dan pada tahun 2012 angka 

kemiskinan turun sebesar 1411 jiwa. Hal itu menunjukkan ketidakmampuan 

program PNPM Mandiri untuk mereduksi kemiskinan. Meskipun jika melihat 

efektifitas dan efisiensi beberapa programnya, PNPM Mandiri Pedesaan mampu 

memberikan inisiatif kepada masyarakat Desa Dlingo untuk mengembangkan 

potensi dan wawasannya setelah mengikuti pelatihan keterampilan. 
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B. Saran    

Demi meningkatkan kemajuan PNPM Mandiri Pedesaan Desa Dlingo di masa 

yang akan datang, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Desa Dlingo 

untuk dijadikan bahan pertimbangan: 

1. Kepada pemerintah Desa Dlingo agar bisa mengadakan musyawarah bersama 

UPK Kecamatan Dlingo terkait dengan bunga Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 

Dengan bunga 15 % masyarakat merasa keberatan, dilihat dari besar bunga 

pinjaman untuk orang miskin hal itu menjadi problem. PNS saja bisa meminjam 

dengan bunga 1 %, mengapa orang miskin tidak bisa  diberi pinjaman dengan 

bunga lebih rendah atau kecil. Untuk menjaga keberlangsungan program barang 

jaminan bisa menjadi syarat peminjaman karena banyak dijumpai orang yang 

mampu mengembalikan simpanan namun tidak mau melakukannya.  

2. Kepada pemerintah Desa Dlingo agar perlunya mengoptimalkan pendampingan 

saat pelatihan dan pengembangan usaha yang dilakukan masyarakatnya. Unit 

Pengelolala Kegiatan (UPK) Kecamatan Dlingo telah mampu memberikan 

keterampilan masyarakat, namun pelatihan keterampilan berhenti di keterampilan. 

Penguasaan keterampilan tidak sampai menghasilkan alih pekerjaan atau usaha 

baru. 

3. Kepada Pemerintah Desa Dlingo agar perlunya membuka showroom untuk 

memasarkan hasil-hasil produk usaha industri kerajinan maupun industri rumah 

tangga pangan. Guna membantu pemasaran dan berkembangnya industri 

kerajinan rakyat di Desa Dlingo. 
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C.  Kata Penutup 

 Segala puji bagi Allah SWT yang sudah memberikan kemudahan dan kekuatan 

bagi penulis untuk melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini terkait 

dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa 

Dlingo. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesepurnaan skripsi ini, 

namun penulis sangat menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap berbagai  

kritik dan masukan untuk skripsi ini. Yang terakhir penulis berharap semoga skripsi 

yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembacanya 

pada umumnya.     

Yogyakarta, 19 Mei 2013 

Penulis 
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INTERVIEW GUIDE 

 

 Pertanyan untuk Kepala Desa dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan. 

1. Kapan PNPM Mandiri dicetuskan dan dikukuhkan oleh Pemerintah? 

2. Kapan PNPM Mandiri mulai masuk dan didirikan di Desa Dlingo? 

3. Bagaimanakah sejarah PNPM Mandiri Perdesaan masuk di Kelurahan Dlingo? 

4. Bagaimana tanggapan masyarakat adanya PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan 

Dlingo? 

5. Apakah masyarakat sebelumnya sudah pernah mengetahui PNPM Mandiri Perdesaan? 

6. Siapakah yang menjadi motivator dan inspirator dalam kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan di Kelurahan Dlingo? 

7. Darimana sajakah sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Dlingo? 

8. Bagaimana proses penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Dlingo? 

9. Program apa sajakah yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan? 

10. Apakah semua kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dapat terlaksana? Jika tidak, apa 

penyebabnya? 

11. Kendala atau hambatan apakah yang sering muncul dalam kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan di Kelurahan Dlingo? 

12. Bagaimana partisipasi dari masyarakat di Kelurahan Dlingo terhadap PNPM Mandiri 

Perdesaan? 

13. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perdesaan? 

14. Sebagian besar yang ikut partisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kelurahan Dlingo, apakah laki-laki atau perempuan?  

15. Program atau kegiatan apa saja yang menjadi primadona masyarakat dalam PNPM 

Mandiri Perdesaan di Kelurahan Dlingo? 

16. Siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan PNPM Mandiri Perdesaan di kelurahan 

Dlingo? 

17. Pihak-pihak manakah yang selalu mensukseskan PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kelurahan Dlingo? 

18. Bagaimana keadaan di Kelurahan Dlingo sebelum adanya PNPM Mandiri Perdesaan? 



19. Bagaimanakah keadaan masyarakat setelah ada PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kelurahan Dlingo? 

20. Bagaimanakah pemerintah desa memberikan penjelasan, penyadaran kepada 

masyarakat tentang adanya PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Dlingo? 

21. Apakah keikutsertaan masyarakat dalam penentuan program sudah berjalan dengan 

baik? 

22. Apakah ada pendampingan dari pihak UPK Kecamatan Dlingo saat kegiatan PNPM 

Mandiri berlangsung? 

23. Apakah masyarakat mempunyai harapan besar  terhadap PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kelurahan Dlingo? 

24. Berapa dana yang akan turun pada tahun 2013 ini untuk mendanai kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan di Kelurahan Dlingo? 

25. Apa rencana bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan di Kelurahan Dlingo?   

26. Apakah PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Dlingo sangat efektif untuk 

mengentakan kemiskinan? 

27. Apa indikator-indikator keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Dlingo? 

 

Pertanyaan untuk masyarakat yang memperoleh dana SPP. 

1. Apa profesi anda? 

2. Berapa pendapatan anda per bulan? 

3. Apakah anda mendapatkan bantuan modal dari SPP? 

4. Bantuan tersebut digunakan untuk membuat usaha apa? 

5. Apakah ada pendampingan dari UPK  dalam pengembangan usaha anda? 

6. Apakah ada bunganya dari peminjaman modal SPP? 

7. Berapa bunganya dari pinjaman modal SPP? 

8. Apakah anda merasa keberatan dengan bunga tersebut? 

9. Bagaimana saran anda tentang bunga dari pinjaman modal SPP? 

10. Apa harapan anda dari usaha yang anda kembangkan? 

 



 

Pertanyaan untuk masyarakat yang tidak dapat dana SPP. 

1. Apa pekerjaan anda? 

2. Berapa pendapatan per bulan? 

3. Apakah anda tahu PNPM Mandiri Pedesaan? 

4. Apakah anda tahu program Simpan Pinjam Perempuan? 

5. Mengapa anda tidak mengajukan pinjaman modal dari SPP? 

6. Apakah anda tidak tahu cara pengajuan modal SPP? 

7. Bagaimana tanggapan anda tentang program SPP? 
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